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ABSTRAK 

 

Pada awal tahun 2020, terdapat sebuah kasus ambruknya sebuah bangunan 

gedung berupa gedung ruko di Slipi, Jakarta Barat yang berdampak hingga 

menimbulkan 11 (sebelas) orang korban luka-luka dan kerugian harta benda 

lainnya. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan yuridis, bahwa pihak mana yang 

dapat dimintakan pertanggungjawabannya khususnya dalam bidang perdata dalam 

hal ganti kerugian atas kejadian tersebut. Dalam sebuah proses konstruksi yang 

utuh, terdapat banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Pula, seiring dengan 

berkembangnya zaman, bentuk-bentuk pihak yang terlibat juga semakin bervariasi 

mengikuti kebutuhan yang ada di masyarakat. Pada hakikatnya, menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah 

oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-

Undang Jasa Konstruksi, terdapat pihak Penyedia Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa 

Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung dalam sebuah rangkaian proses 

konstruksi. Namun kemudian jika ditinjau lebih jauh, terdapat ketidaksinkronan 

dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, di mana dalam UU Jasa 

Konstruksi, pihak Pengguna Bangunan Gedung tidak diidentifikasikan secara 

spesifik sebagaimana yang diatur dalam UU Bangunan Gedung. Oleh karena itu, 

dalam Penulisan Hukum ini, akan menjabarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan 

topik tersebut, pula dengan menjawab pertanyaan yuridis yang timbul. 

 

Kata Kunci: Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, 

Pertanggungjawaban Perdata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peran sektor konstruksi semakin meningkat dengan gencarnya 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bukti nyata dari hal ini 

adalah besarnya persentase sektor konstruksi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,60% pada triwulan 

III/2019. 1   Salah satu hasil akhir dari sektor konstruksi adalah 

bangunan gedung yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, 

baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. 

Definisi dari bangunan gedung diatur dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa 

bangunan gedung adalah hasil pekerjaan konstruksi dalam bentuk 

wujud fisik yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, dan 

dapat berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, dan kegiatan khusus.2 

 

Bangunan gedung merupakan hasil akhir dari kegiatan konstruksi. 

Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, 

pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. 3 Pada 

hakikatnya, pembangunan proyek fisik memiliki beberapa tahapan 

yang dapat diuraikan dalam tiga tahapan pokok yang pertama yaitu, 

tahap perencanaan (planning and design), tahap pelaksanaan 

(procurement, construction), dan tahap pemeliharaan (start up, 

                                                        
1  Badan Pusat Statistik, Konstruksi Dalam Angka 2019, BPS RI, Jakarta, 2019, hlm. 1. 
2  Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung. 
3  Supra note no. 1, hlm. 3. 
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training, maintenance). Selanjutnya, setelah tahapan pokok pertama 

diselesaikan, maka akan terjadi penyerahan bangunan gedung. 

Selanjutnya, dilanjutkan dengan tahapan pokok kedua, yaitu tahapan 

pemanfaatan, yang dapat dikelompokkan menjadi dua tahap yaitu, 

tahap operasional dan pemeliharaan (operation and maintenance) dan 

dilanjutkan pada tahap pemusnahan (demolition).4 Hal ini tergambar 

dalam diagram aliran berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal Kegagalan Bangunan dari Sisi Industri Konstruksi 

 

Merupakan undang-undang yang mengatur sektor konstruksi, yakni 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan 

juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung yang beberapa bagiannya telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat hubungan yang 

erat dalam kedua undang-undang ini yang tercermin dengan jelas 

dalam penjelasan dalam undang-undang Bangunan Gedung yang 

menyatakan bahwa peran penyedia jasa konstruksi tidak terlepas dari 

perwujudan bangunan gedung yang didasari oleh peraturan perundang-

undangan di bidang jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, 

pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasa-jasa 

pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan 

gedung. Dapat disimpulkan bahwa, pengaturan bangunan gedung dan 

                                                        
4  Eddy Hermanto, et. al., Kegagalan Bangunan Dari Sisi Industri Konstruksi, Jurnal Media 

Komunikasi Teknik Sipil, Volume 14, No. 1, Edisi XXXIV, Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro, Februari 2006, hlm. 4. 

HAND OVER 

PLANNING DESIGN PROCUREMENT CONSTRUCTION OPERATION & MAINTENANCE DEMOLITION 

FEEDBACK 
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pengaturan jasa konstruksi harus berjalan seiringan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.5 

 

Proyek fisik yang memiliki proses yang dimulai dari perencanaan 

hingga pembongkaran, selaras dengan definisi dari Pekerjaan 

Konstruksi yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi bahwa Pekerjaan 

Konstruksi adalah sebagian kegiatan atau layanan secara keseluruhan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.6  Definisi 

ini berkaitan erat dengan dengan definisi dari Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa 

penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan dalam 

pembangunan yang di dalamnya termasuk kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian, dan pembongkaran.7 

 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa makna dari pemanfaatan bangunan 

gedung adalah kegiatan yang memanfaatkan bangunan gedung dan 

disesuaikan dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk 

pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.8 Menjadi 

sebuah konsekuensi logis dari pembangunan bangunan gedung di 

sektor konstruksi, di mana pasti terdapat risiko akan kerusakan bahkan 

rubuhnya bangunan. Banyak risiko yang dapat ditimbulkan dari sebuah 

bangunan gedung, dan jika dipandang dalam sudut Undang-Undang 

Jasa Konstruksi, hal ini dapat digolongkan sebagai Kegagalan 

Bangunan, yang di dalam undang-undang tentang Jasa Konstruksi 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan bangunan yang mengalami 

                                                        
5  Lihat bagian penjelasan Undang-Undang Bangunan Gedung. 
6  Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Jasa Kontruksi. 
7  Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Bangunan Gedung. 
8  Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Bangunan Gedung. 
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keruntuhan dan/atau tidak dapat berfungsinya bangunan setelah 

penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 9  Insiden-insiden kegagalan 

bangunan kerap kali ditemui di Indonesia, dan salah satu insiden 

terbaru yang terjadi pada awal tahun 2020 adalah ambruknya sebuah 

bangunan gedung berupa gedung ruko di Slipi, daerah Jakarta Barat, 

yang disewakan sebagai sebuah minimarket dan berdampak kepada 11 

orang yang menjadi korban, baik yang terjebak di dalam bangunan, 

maupun yang terdampak di luar bangunan. Motor yang ada di sekitar 

bangunan juga mengalami kerusakan sebagai dampak dari ambruknya 

bangunan tersebut.10 

 

Dari insiden kegagalan bangunan tersebut, pasti akan membawa 

kerugian tidak hanya bagi pemilik gedung, namun bagi pihak-pihak 

lain yang terlibat dan terkena imbasnya. Dalam hal ganti kerugian, 

pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban 

perdata terhadap pihak yang melakukan kesalahan. Perihal 

pertanggungjawaban perdata atas kegagalan bangunan diatur dalam 

Undang-Undang Jasa Konstruksi. Namun, dapat dilihat, bahwa dalam 

Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak serta merta membebankan 

tanggung jawab hanya kepada pemilik gedung, tetapi terdapat pihak-

pihak lain yang dapat pula dibebankan pertanggungjawaban perdata 

tersebut. Undang-Undang Jasa Konstruksi secara jelas telah 

menjabarkan secara rinci batasan pertanggungjawaban perdata yang 

dapat dipikul oleh penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa 

konstruksi. Hal ini secara jelas diterangkan oleh Pasal 65 Undang-

Undang Jasa Konstruksi yakni bahwa Penyedia Jasa Konstruksi wajib 

bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu 

yang sesuai dengan rencana umur konstruksi, sedangkan Pengguna 

                                                        
9  Lihat Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Jasa Konstruksi. 
10  Tim detikcom, Fakta-Fakta Gedung Ambruk di Slipi, diakses melalui 

https://news.detik.com/berita/d-4849054/fakta-fakta-gedung-ambruk-di-slipi?single=1 , 

pada 4 Maret 2020, pukul. 13.23. 

https://news.detik.com/berita/d-4849054/fakta-fakta-gedung-ambruk-di-slipi?single=1
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Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah jangka 

waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah rencana umur konstruksi, 

dan hal ini harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang 

telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. 

 

Di sisi lain, Undang-Undang Bangunan Gedung tidak hanya mengenal 

penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi saja. 

Undang-Undang Bangunan Gedung juga mengenal pengguna gedung 

sebagai salah satu pihak penyelenggara bangunan gedung. Hal ini 

terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Bangunan Gedung 

yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, 

“Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik 

bangunan gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, 

Penilik, pengkaji teknis, dan pengguna bangunan gedung.” 

 

Lebih lanjut, pengertian dari pengguna bangunan gedung yang diatur 

dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Bangunan Gedung adalah, 

“Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung 

dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan 

kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang 

menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau 

bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 

ditetapkan.” (cetak tebal, penulis). 

 

Dari definisi di atas terdapat kata “atau” yang dapat disimpulkan 

bahwa pengguna bangunan gedung dapat berupa dua pihak, pemilik 

bangunan gedung itu sendiri, ataupun bukan pemilik bangunan gedung 

yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung. Kata 

“kesepakatan” artinya adanya perjanjian antara pemilik bangunan 

gedung dan pengguna bangunan gedung—dalam hal ini seringkali 

dijumpai dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa antara pemilik 

bangunan dan pengguna bangunan. Jika ditelaah lebih jauh, dalam satu 

rangkaian proses konstruksi, khususnya dalam hal pemeliharaan 

bangunan gedung, pihak-pihak yang terlibat dalam perkembangannya 
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semakin variatif dengan semakin majunya perkembangan zaman. 

Terlebih dari pihak pengguna bangunan gedung, tidak serta merta 

hanya merupakan penyewa dari bangunan gedung tersebut, namun 

lebih jauh dapat ditemukan bentuk-bentuk lain yang dapat pula 

berperan sebagai pengguna bangunan gedung sehingga menambah 

kompleksitas permasalahan untuk menentukan pihak mana yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban perdata atas kegagalan bangunan 

khususnya dalam hal pertanggungjawaban perdata yang dapat 

dibebankan kepada pengguna bangunan gedung. 

 

Dalam suatu kegiatan konstruksi yang utuh, khususnya dalam masa 

pemeliharaan bangunan gedung terdapat tiga pihak yang dapat terlibat 

di dalamnya, yakni penyedia jasa konstruksi, pemilik bangunan, dan 

pengguna bangunan. Kegagalan bangunan menjadi sebuah risiko yang 

tidak dapat dihindari dari sektor industri konstruksi khususnya dalam 

hal bangunan gedung. Dalam hal kegagalan bangunan, konsekuensi 

dari hal ini adalah kerugian yang dapat dialami oleh berbagai pihak, 

baik dari pihak pemilik bangunan hingga masyarakat pada umumnya. 

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata bagi penyedia jasa 

konstruksi dan pengguna jasa konstruksi atau pemilik bangunan telah 

diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan berbagai 

persyaratan tertentu. Namun perlu dipahami bahwa dalam hal 

pertanggungjawaban perdata dari pengguna jasa yang turut 

menggunakan bangunan gedung dan memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab dalam rangka pemeliharaan bangunan gedung tidak diatur dalam 

Undang-Undang Bangunan Gedung maupun Undang-Undang Jasa 

Konstruksi. Lebih spesifik, terdapat ketidaksinkronan dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, yang dapat ditemukan dalam bagian 

bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan yang diatur 

dalam kedua undang-undang tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam Pasal 

85 ayat (1) dijelaskan bahwa, 

“Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab 

atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya 

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan 

Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1).” 

Sedangkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Bangunan Gedung 

sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja 

disebutkan bahwa, 

“Setiap pemilik bangunan gedung, Penyedia Jasa 

Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji teknis, dan/atau 

pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi 

kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, 

dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi 

administratif.” 

Dapat dilihat dalam kedua pasal tersebut, bahwa terdapat pelanggaran 

dalam konten yang sama, namun subyek hukum yang bertanggung 

jawab berbeda. Menjadi sebuah pertanyaan yuridis, apakah dengan 

adanya dua pasal tersebut, maka pengguna bangunan gedung tidak 

dapat dimintakan pertanggungjawaban perdatanya atas kegagalan 

bangunan? Hal ini yang menjadi hal yang dipermasalahkan dalam 

penulisan hukum ini. 

 

Dapat disimpulkan bahwa, dalam sebuah proses konstruksi, terdapat 

kompleksitas yang sangat tinggi dan melibatkan berbagai pihak, 

sehingga untuk menentukan pihak mana yang paling tepat untuk 

dimintakan pertanggungjawaban tidaklah mudah. Perlu dipahami 

bahwa walaupun hukum telah secara spesifik menunjuk baik pemilik 

gedung, hingga penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa 

konstruksi, namun pada faktanya pada proses konstruksi tidak hanya 

melibatkan penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. 

Bahkan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung pun, dikenal 

pengguna bangunan yang tetap harus bertanggung jawab secara 
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administratif maupun pidana.11 Lebih jauh, dalam perkembangannya, 

pengguna bangunan gedung juga tidak terbatas hanya penyewa saja, 

namun dapat berupa pihak-pihak lain dengan peran yang sama. Oleh 

karena itu, dalam hal pertanggungjawaban perdata dari pengguna 

bangunan gedung terhadap pihak yang dirugikan, khususnya kepada 

masyarakat pada umumnya dan pihak yang dirugikan perlu kembali 

ditelaah dan ditinjau karena terdapat ketidaksinkronan hukum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, 

khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung yang beberapa ketentuannya telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hal ini 

dikarenakan pengguna jasa merupakan bagian dari kegiatan jasa 

konstruksi yang utuh.  

 

Sebagai salah satu pihak yang turut andil dalam kegiatan konstruksi 

secara utuh, maka pengguna bangunan gedung harus mendapat beban 

yang sama dengan pihak lainnya, yakni penyedia jasa konstruksi serta 

pengguna jasa konstruksi. Pertanggungjawaban perdata oleh pengguna 

bangunan gedung harus dapat menjadi sebuah opsi. Hukum berperan 

sebagai tombak utama dalam perjalanan hidup sebuah negara, harus 

dapat mengakomodasi setiap kebutuhan dan kepentingan setiap pihak 

secara seimbang dan tidak memihak. Dalam hal ini, Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian hukum dengan judul, 

Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Bangunan Gedung 

Terhadap Kegagalan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Sebagaimana Diubah 

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja. 

 

                                                        
11  Lihat Pasal 45 jo. Pasal 47 Undang-Undang Bangunan Gedung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, Penulis ingin mengerucutkan 

pembahasan menjadi dua permasalahan yang ingin ditelaah dan 

dibahas, yaitu: 

1.2.1 Bagaimana jenis hubungan hukum atau skema kerja sama 

antara Pengguna Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan 

Gedung, Pengguna Jasa Konstruksi, dan Penyedia Jasa 

Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi? 

1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat 

diterapkan terhadap Pengguna Bangunan Gedung atas 

kegagalan bangunan melihat adanya ketidaksinkronan antara 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan diadakannya penelitian hukum ini adalah 

untuk menelaah dan menganalisis mengenai bentuk dan jenis 

dari hubungan hukum yang terjalin yang berbentuk skema kerja 

sama antara Pengguna Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan 

Gedung, Pengguna Jasa Konstruksi, dan Penyedia Jasa 

Konstruksi yang didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah 

diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
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Jasa Konstruksi, serta pula pertanggungjawaban perdata yang 

dapat ditanggung oleh pengguna bangunan gedung terhadap 

kegagalan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Aspek Teoritis 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang hukum mengenai Bangunan Gedung dalam Jasa 

Konstruksi dalam ruang lingkup jenis hubungan hukum 

dalam bentuk skema kerja sama antara Pengguna 

Bangunan Gedung, Pemiik Bangunan Gedung, 

Pengguna Jasa Konstruksi, hingga Penyedia Jasa 

Konstruksi serta pertanggungjawaban perdata pengguna 

gedung terhadap kegagalan bangunan. 

1.3.2.2 Aspek Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca, 

maupun masyarakat dan pihak lain berkaitan dengan 

Bangunan Gedung dalam Jasa Konstruksi dalam hal 

kategori pengguna bangunan gedung dan juga 

pertanggungjawaban perdata pengguna bangunan 

gedung  dalam hal kegagalan bangunan sehingga di 

kemudian hari  dapat dipergunakan sebagai acuan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

1.4 Metode Penelitian 
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Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metode yuridis 

normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.12  Soerjono Soekanto juga berpendapat 

bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar 

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.13  Lebih lanjut, Suratman juga memberikan 

pendapat bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah 

suatu penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan 

tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya.14 

 

Penelian ini memiliki fokus pada bentuk pertanggungjawaban perdata 

seperti apa yang dapat dibebankan kepada pengguna bangunan 

terhadap kegagalan bangunan. Fokus dari penelitian ini adalah 

menelaah dan meneliti dengan menggunakan penerapan kaidah-kaidah 

atau norma-norma yang ada. Pisau analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang dapat mendukung dan melengkapi 

penelitian hukum ini. 

 

1.4.1 Tipologi Penelitian 

                                                        
12  John Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2013, hlm. 295. 
13  Soerjono Soekanto, et. al., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. 
14  Suratman, et. al., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51. 
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Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian 

yuridis-normatif secara garis besar dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:15 

a. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yakni 

penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum 

dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam 

masyarakat; 

b. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian 

dengan menelusuri secara sistematik keterkaitan antara 

hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan 

operasional; 

c. Pendekatan sinkronisasi hukum, yakni penelaahan hukum 

dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui 

asas atribusi, delegasi, dan mandat. Sedangkan pada 

sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi; 

d. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaahan yang 

menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, 

kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi di masa 

yang akan datang; 

e. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaahan 

yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk 

dibandingkan apakah mengenai perbedaan atau 

persamaannya. 

 

Pendekatan yang akan Penulis gunakan adalah pendekatan 

terhadap sistematika hukum. Pendekatan ini menjadi sangat 

relevan dengan penelitian hukum ini karena Penulis ingin 

memecahkan masalah hukum mengenai kurangnya sinkronisasi 

hukum pada khususnya mengenai hal pengguna bangunan 

                                                        
15  Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law 

Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, 2006, hlm. 92. 
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gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

memecahkan masalah tersebut, dan hal ini akan Penulis tinjau 

melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Jasa Konstruksi, Undang- Undang Bangunan Gedung, 

beserta peraturan pelaksana dari Undang- Undang tersebut.  

 

Selain itu, penulis juga akan melakukan pendekatan dengan 

melakukan sinkronisasi hukum, dalam hal ini telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini 

adalah adanya ketidakharmonisan dan kurangnya sinkronisasi 

antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

yang mengatur mengenai pengguna bangunan gedung yang 

dikenal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung khususnya dalam hal pertanggungjawaban 

perdata yang dapat dimintakan terhadap pengguna bangunan 

gedung jika terjadi kegagalan bangunan. Dengan dilakukannya 

penelitian hukum dengan pendekatan sinkronisasi hukum, 

diharapkan dapat memecahkan permasalahkan hukum yang 

ada. 

 

1.4.2 Analisis Data 

Analisis data yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang berbentuk deskriptif analitis. Metode 

deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk 
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mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analitis mengambil 

masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil 

penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya.16 Penelitian ini akan menganalisis data secara 

deskriptif analitis yang akan mendeskripsikan serta 

menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban perdata yang 

dapat dibebankan terhadap pengguna bangunan gedung atas 

kegagalan bangunan yang terjadi. 

 

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan 

pengumpulan data yang terbagi menjadi dua macam, yakni: 

1.4.3.1 Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.17 Penelitian 

ini akan menggunakan: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung yang beberapa ketentuannya 

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi; 

                                                        
16  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, 

hlm. 33. 
17  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 

2015, hlm.181. 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa 

Konstruksi; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

1.4.3.2 Sumber hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi. 18  Penulis akan menggunakan beberapa karya 

ilmiah yang dapat berupa buku, artikel, ataupun jurnal 

ilmiah yang berasal dari internet. Dalam penelitian 

hukum ini, Penulis secara khusus akan menggunakan 

literatur dan publikasi hukum yang berkaitan dengan 

hukum perdata, hukum bangunan, hingga buku-buku 

yang berkaitan dengan metode penelitian hukum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bagian pendahuluan, Penulis akan menjabarkan mengenai latar 

belakang dan alasan Penulis mengambil tema ini sebagai fokus dari 

penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang muncul dari 

penelitian ini serta tujuan dan manfaat penelitian ini. Terdapat pula 

penjabaran metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini. 

 

BAB II Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Hukum 

Secara Perdata Mengenai Kegagalan Bangunan 

Pada bagian ini Penulis akan menjelaskan secara mendalam mengenai 

bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum secara perdata yang 

dikenal dalam hukum positif Indonesia, dari yang bersifat umum 

                                                        
18  Id. 
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hingga khusus yang menyangkut ke pertanggungjawaban perdata 

dalam hukum bangunan. 

 

BAB III Tinjauan Mengenai Jenis Hubungan Hukum atau 

Skema Kerja Sama Antara Pengguna Bangunan 

Gedung, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Jasa 

Konstruksi, dan Penyedia Jasa Konstruksi Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung Sebagaimana Diubah Melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi 

Pada BAB ini, Penulis akan menjabarkan secara 

komperhensif mengenai jenis hubungan hukum yang 

berbentuk skema kerja sama yang terjalin di antara 

Pengguna Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung, 

Pengguna Jasa Konstruksi, dan Penyedia Jasa Konstruksi 

yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku di 

Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi.  

 

BAB IV Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Perdata 

Pengguna Bangunan Gedung Terhadap Kegagalan 

Bangunan 

Pada BAB ini, Penulis akan secara komperhensif menelaah mengenai 

bentuk dari pertanggungjawaban perdata khususnya oleh pengguna 

bangunan gedung dalam hal terjadinya kegagalan bangunan yang 

terjadi. Lebih lanjut, penulis juga akan menjabarkan mengenai kondisi-
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kondisi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pengguna 

bangunan gedung. 

 

BAB V Penutup 

Dalam bagian Penutup, Penulis akan menuliskan tentang kesimpulan 

dan saran yang dapat Penulis berikan terhadap bidang akademis 

maupun berbagai pemegang kepentingan terkait dengan hasil dari 

penelitian ini. 
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